Information Technology

Balanfed

SCOTE(a rd

di Sektor Publik

Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.
Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M.Si.




INFORMATION
TECHNOLOGY

BALANCED SCORECARD

DI SEKTOR PUBLIK

Penulis:

Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.
Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M.Si.

s 'ﬂ
I‘IEI
INDONESIA



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan
buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media
sharing proses penerbitan buku.



INFORMATION TECHNOLOGY

BALANCED SCORECARD DI SEKTOR PUBLIK
Copyright @2025 By Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.
Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M. Si.

All right reserved

Penulis
Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI.
Prof. Dr. Sri Haryaningsih, M. Si.
Desain Sampul
Aswan Kreatif
Tata Letak
AtikaNS
Editor
Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari https://www.freepik.com/

Official
Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website
https://penerbitkbm.com
www.penerbitbukumurah.com
Email
naskah@penerbitkbm.com
Distributor
https://penerbitkbm.com/toko-buku/
Youtube
Penerbit KBM Sastrabook
Instagram
@penerbit.kbmindonesia
@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-670-0
Cetakan ke-1, Juli 2025
14 x 21 cm, vi + 64 halaman


https://www.freepik.com/
https://penerbitkbm.com/
http://www.penerbitbukumurah.com/
mailto:naskah@penerbitkbm.com
https://penerbitkbm.com/toko-buku/

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum



Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).




B!

e

=

S5

SURAT PENCA

AN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu
“Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
‘Nomor dan tanggal permohonan
Pencipta

Nama

seni dan sastra Undang-Undang Nomor 28

Iqu din &
i 28 Juli 2025, di

gL/ =

1) tabun

CH m.;g::ﬁ ta
setelah ipta menis

o ~Tm

oleh

5 SH..MH.
NIP. 196912261994031001

&

25

2

DR,
e

e

RS e e st
==

oottt
=

3,98

==

2o

=

s

ool
e

8

52

S

o

vy

SOEE
ave v AN

358

5555803
S
i rre ey

SBREY

o

e

=

=

3232
o=

2R

=2

iia

=

s

i

o

S

==







KATA PENGANTAR

erkembangan teknologi di dunia saat ini sudah

berkembang secara pesat. Seperti yang kita ketahui

seluruh manusia yang ada di muka bumi ini
mengalami transisi dari era konvensional ke era digital.
Perkembangan dunia digital telah memberikan perubahan
pada aktivitas dan kebiasaan masyarakat. Kemudahan
bertransaksi, jarak dan waktu tidak menjadi hambatan serta
tidak mempunyai keterbatas, dalam dampak yang dirasakan
pada era digital. Dunia digital merupakan hal yang sangat
penting, sebab dengan digitalisasi akan memungkin- kan
mendapatkan informasi, mempercepat komunikasi, dspst
membuka peluang ekonomi baru, serta dapat mendorong
inovasi dari berbagai sektor, misalnya dalam pendidikan,
kesehatan, juga dalam pemerintahan.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pelayanan
berlalulintas pada masyarakat juga meggunakan perubahan/
inovasi uaitu dengan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penanganan lalu lintas, serta meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi membantu dalam
penegakan hukum, edukasi, dan pelayanan publik melalui
aplikasi dan platform digital. Tujuan utama kepolisian
melakukan penindakan masyarakat dengan ETLE (Electronic
Traffic Law Enforcement) adalah untuk meningkatkan
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. ETLE juga
bertujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih
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efisien dan transparan, serta mengurangi potensi
penyalahgunaan kewenangan dan pungutan liar. Disamping
itu tujuan utama ETLE adalah meningkatkan keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, membantu mendeteksi
pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sehingga dapat
mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan, meningkatkan
disiplin berkendara sehingga dengan adanya ELTE
masyarakat menjadi lebih sadar dan disiplin dalam mematuhi
peraturan lalu lintas.

Dengan ELTE Kepolisian dapat menegakkan hukum
secara efisien dan transparan memungkinkan penindakan
pelanggaran lalu lintas secara elektronik, sehingga
mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan
pungutan liar, akan terciptakan sistem data yang terrecord
sehinga dengan ETLE menghasilkan data pelanggaran lalu
lintas yang dapat digunakan untuk analisis dan
pengembangan kebijakan lalu lintas, dan dapat mengurangi
potensi penyalahgunaan kewenangan serta dapat mencegah
oknum polisi melakukan pemerasan pada pelanggar pada
saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Bagi
Kepolisian akan meningkatakan kinerja kepolisian serta dapat
pencitraan yang berubah terhadap kepolisian yang akan lebih
baik
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